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Abstrak
Prinsip mengenal nasabah merupakan prinsip untuk melihat dan mengetahui bagaimana profil dan karakteristik dari calon debitur dan prinsip ini wajib diterapkan oleh setiap bank. Salah satu contoh yang terjadi yaitu mengelabui kreditur dengan cara memalsukan dokumen pemberian kredit. Hal ini terjadi pada Bank Jatim Kantor Cabang Sumenep, dengan menggunakan identitas fiktif dalam mengajukan kredit multiguna. Oleh karena itu, Bank Jatim Kantor Cabang Sumenep melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi kasus yang sama. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan penelitian yaitu mengenai pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dalam pemberian kredit multiguna dan upaya yang dilakukan Bank Jatim Kantor Cabang Sumenep dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pemberian kredit multiguna.  Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau yuridis sosiologis dengan data primer dan data sekunder. Data ini dikumpulkan dengan wawancara dan observasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Upaya bank dalam mengatasi pemalsuan dokumen yaitu dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah dengan menggunakan asas 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Collateral) untuk menganalisis suatu permohonan kredit. Yang kedua yaitu menggunakan upaya preventif dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan menambahkan persyaratan dalam pemberian kredit multiguna yaitu dengan menambahkan Sistem Informasi Debitur (SID), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan foto debitur. Sedangkan upaya represif yaitu dengan memproses secara hukum atau melapor ke kepolisian agar memberikan efek jera.  Kesimpulannya bahwa Bank Jatim Kantor Cabang Sumenep telah menerapkan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) kredit Bank Jatim dan Undang-Undang Perbankan.

Kata Kunci: Pemberian kredit, Pemalsuan dokumen kredit multiguna Bank Jatim Kantor Cabang Sumenep, Penanggulangan pemalsuan dokumen.
Abstract
		The principle of know the customer to see and known how the profile and characteristics of prospective borrowers and this principle shall be applied by each bank. For the example which happening in here is deceiving the creditor by way of falsifying lend documents. It happened at the Bank Jatim especially in Sumenep Branch Office, using fictitious identities when file multipurpose loans. Therefore, Bank Jatim Branch Office in Sumenep, using prevention efforts in order to avoid the same case. Based on this background , the formulation of the research is on the implementation of the principle of Known Your Customer multipurpose lend and efforts made by the Bank Jatim, Sumenep Branch Office in tackling the crime of falsification of documents in multipurpose lend. This research is empirical or sociological jurisdiction to include primary data and secondary data. These data were collected by interview and observation. The collected data were analyzed qualitatively.  The bank efforts to overcome counterfeiting of documents is to apply the principle of known your customer using the principle of 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Collateral) to analyze a credit application. Secondly is using preventive efforts to socialization the public and adds requirements in the provision of credit multipurpose by adding Debtor Information System (SID), the State Personnel Board (BKN) and a photograph of the debtor. While the repressive efforts with processing legally or report to the police to provide deterrent effect.  A conclusion is that Bank Jatim, Sumenep Branch Office has implemented the principle of 'Know Your Customer in accordance with the rules and procedures developed in the guidebook a credit company bank jatim and the act of banking.







Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.​[1]​ Dan bank merupakan salah satu tempat yang berpotensi digunakan untuk melakukan tindak pidana. Adapun jenis tindak pidana berdasarkan bidang kegiatan perbankan yaitu :
a.	Di bidang lalu lintas pembayaran giral dan peredaran uang, seperti pemalsuan warkat bank (Pasal 263 dan 264 Kitab Undang-undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), pemalsuan uang dan uang yang dimanipulasikan (Pasal 244 dengan 252 KUHP) 
b.	Tindak pidana di bidang perkreditan, seperti penipuan (Pasal 378 KUHP) dan pemalsuan dokumen (Pasal 263 dan 264 KUHP) serta Undang-undang No. 7/Drt/1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi.​[2]​

	Salah satu tindak pidana perbankan dalam bidang perkreditan adalah pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen ini dilakukan oleh calon debitur untuk memenuhi syarat dalam pengajuan kredit di bank. Kredit merupakan salah satu kegiatan usaha bank.
	Bank merupakan tempat menyimpan dana nasabah yang kemudian dana tersebut dikelola dan disalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian kredit. Bank dalam memberikan kredit mensyaratkan dokumen-dokumen tertentu. Persyaratan ini sering disalahgunakan oleh calon debitur. Oleh karena itu bank harus lebih berhati-hati dalam pemberian kredit dengan cara lebih mengenal nasabahnya.
	Hukum perbankan mengenal beberapa prinsip perbankan, yaitu “prinsip kepercayaan (fiduciary relation principle), prinsip kehati-hatian (prudential principle), prinsip kerahasiaan (secrecy principle) dan prinsip mengenal nasabah (know how costumer principle)”​[3]​. Bank dalam menjalankan kegiatan usaha menghadapi berbagai resiko usaha, oleh karena itu semua prinsip tersebut harus dilaksanakan oleh bank.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) (selanjutnya disebut PBI tentang Prinsip Mengenal Nasabah) perihal menimbang, menjelaskan bahwa “untuk mengurangi resiko usaha, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satu upaya untuk melaksanakan prinsip kehatian-hatian tersebut adalah adanya penerapan prinsip mengenal nasabah”. Prinsip tersebut saling berkaitan dalam pemberian kredit, guna untuk menyeleksi nasabah yang akan disetujui permohonan kreditnya. 
Adapun yang dimaksud dengan prinsip mengenal nasabah menurut Pasal 1 angka 2 PBI tentang Prinsip Mengenal Nasabah adalah “Prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan”.
Pasal diatas berkaitan dengan Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) (selanjutnya disebut Perubahan PBI tentang Prinsip Mengenal Nasabah) yakni mengenai transaksi keuangan mencurigakan. Adapun isi dari pasal tersebut yakni menjelaskan bahwa :
“Bank wajib menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab untuk menangani nasabah yang dianggap mempunyai resiko tinggi, termasuk penyelenggara negara, dan atau transaksi-transaksi yang dapat dikategorikan sebagai transaksi keuangan mencurigakan”. 

Berdasarkan pasal di atas, terdapat penjelasan Pasal 12 Perubahan PBI tentang Prinsip Mengenal Nasabah bahwa yang dimaksud dengan transaksi keuangan mencurigakan adalah :
a.	transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik,atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
b.	transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Bank sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003; atau
c.	transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan meng gunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Salah satu prinsip dalam pemberian kredit adalah prinsip mengenal nasabah yang diterapkan dalam setiap calon debitur. Prinsip mengenal nasabah merupakan syarat awal dalam pemberian kredit. Hal ini sangatlah penting, karena berkaitan dengan identitas calon debitur. Dengan adanya prinsip ini maka dapat melihat dan mengetahui bagaimana profil dan karakteristik dari calon debitur sehingga dapat menentukan untuk diberikannya kredit. Oleh karena itu, prinsip ini wajib diterapkan oleh setiap bank sebab jika tidak menerapkan prinsip ini maka calon debitur dapat bertindak semena-mena kepada kreditur, salah satunya yaitu mengelabui kreditur dengan cara memalsukan dokumen pemberian kredit.
Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 242/Pid.B/2012/PN.Smp, terdapat kasus yang berhubungan dengan pemberian kredit yang menggunakan data palsu. Adapun kasus posisi tersebut yaitu bermula ada Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PNS) sebagai staf Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep yaitu Moh. Rifadi Bin Suhdi (selanjutnya disebut terdakwa 1) dan bendahara UPT Pendidikan Sumenep di Kantor Dinas Kab. Sumenep yaitu Umar Said Bin Abdul Hamid (selanjutnya disebut terdakwa 2). Kedua terdakwa tersebut mengajukan kredit multiguna kepada Bank Jatim Kantor Cabang Sumenep, dengan cara mencari orang yang akan diajukan sebagai debitur fiktif yang kemudian datanya dipalsukan oleh terdakwa 2. Setelah itu permohonan kredit tersebut telah disetujui serta dana kredit telah diberikan oleh Bank Jatim. Dana pencairan kredit juga telah diterima oleh masing-masing debitur. Pada 24 Februari 2012, penyelia Bank Jatim curiga karena terdapat 27 nasabah kredit multiguna yang bukan guru di UPT. Kec. Pragaan dan tidak terdaftar di gaji pegawai Diknas Kab. Sumenep. Kemudian penyelia Bank Jatim melaporkan kepada pimpinan dan dilakukan auditor terhadap berkas. Dari hasil auditor tersebut ditemukan 168 debitur yang bermasalah. Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan barang bukti, maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang menjelaskan bahwa setoran ke Bank setiap bulannya sekitar Rp. 300.000.000,00 dan pada bulan Nopember 2011 tagihan melonjak menjadi Rp. 500.000.000,00 yang kemudian Diknas Sumenep merasa curiga. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kredit macet, karena plafond dana yang telah dikeluarkan oleh Bank Jatim yakni sebesar Rp. 14.054.000.000,00 dan sisa kredit yang belum terbayar sebesar Rp. 12.295.808.765,70. Dengan adanya kejadian ini maka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polda Jatim.
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai penanggulangan pemalsuan dokumen dalam pemberian kredit multiguna di Bank Jatim Kantor Cabang Sumenep.
	Berdasarkan dari uraian dalam latar belakang permasalahan di atas maka perumusan masalahnya adalah Bagaimana pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dalam pemberian kredit multiguna di Bank Jatim Kantor Cabang Sumenep? Dan apakah upaya yang dilakukan Bank Jatim Kantor Cabang Sumenep dalam mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pemberian kredit multiguna?
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini diawali dengan adanya salah satu tindak pidana di bidang perbankan adalah pemalsuan dokumen. Dalam pemberian kredit bank, terdapat syarat awal yang harus dilakukan oleh debitur yaitu pemberian identitas. Pemalsuan dokumen termasuk dalam pemalsuan data, karena data yang dimaksud ini dapat berupa dokumen, khususnya dokumen untuk persyaratan pemberian kredit bank. 
Pemalsuan dokumen yang dimaksud yaitu identitas yang digunakan tidak sesuai dengan identitas debitur yang mengajukan kredit, sebenarnya yang meminjam kredit bukanlah debitur yang diatasnamakan, melainkan pihak ketiga yang melakukan manipulasi dokumen terhadap pengajuan kredit tersebut. Dengan adanya pemalsuan data yang terjadi, maka penulis akan mengkaji mengenai pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dalam pemberian kredit dan upaya untuk meminimalisir hal tersebut yaitu dengan upaya preventif dan upaya represif.

METODE
Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis. Model penelitian ini mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.​[4]​ Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti mengenai pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dalam pemberian kredit dan upaya yang dilakukan oleh bank untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pemberian kredit. Lokasi penelitian dilakukan di Bank Jatim Kantor Cabang Sumenep, yang terletak di Jl. Trunojoyo 49 Sumenep. Adapun alasan pemilihan lokasi ini karena adanya fakta bahwa pemalsuan dokumen di Bank Jatim Kantor Cabang Sumenep terdapat piutang nasabah sebesar Rp. 12.295.808.765,70, sehingga mengalami kerugian yang sangat besar. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara wawancara dengan informan yaitu Bapak Taufik Rahmad selaku Penyelia kredit Bank Jatim Kantor Cabang Sumenep dan Bapak Sujono selaku Analis kredit multiguna Bank Jatim Kantor Cabang Sumenep melalui observasi dan dokumentasi.





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Wawancara dan Observasi
	Hasil wawancara dengan Bapak Taufik Rahmad Saleh selaku Penyelia Kredit Bank Jatim Kantor Cabang Sumenep dan Bapak Sujono selaku analis kredit multiguna Bank Jatim Kantor Cabang Sumenep.
1.	Pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dalam pemberian kredit multiguna di Bank Jatim Kantor Cabang Sumenep
Prinsip mengenal nasabah dalam pemberian kredit merupakan proses awal yang dilakukan oleh pihak bank. Dimana proses tersebut untuk mengetahui identitas nasabah yang terdiri dari nama, alamat, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, keterangan mengenai pekerjaan serta spesimen tanda tangan dan juga keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana. Prinsip ini merupakan hal penting dalam rangka prudential banking untuk melindungi bank dari berbagai resiko yang berhubungan dengan nasabah. Terkait dengan pemberian kredit, peneliti memilih produk bank yaitu kredit multiguna. Kredit multiguna adalah pemberian kredit untuk segala keperluan anda selama tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, yang diberikan kepada anggota masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap. Diperuntukkan bagi Pegawai Negeri (CPNS/PNS) Pensiunan yang gajinya dibayarkan melalui Bank Jatim atau Instansi/Dinas yang telah ada kerjasama MOU dengan Bank Jatim. Kredit ini merupakan kredit perseorangan dan jangka waktu kredit ini sesuai dengan masa dinas atau maksimal 10 (sepuluh) tahun. Kredit multiguna ini mempunyai perbedaan dengan kredit-kredit lainnya, dimana perbedaan tersebut meliputi perbedaan persyaratan dan jaminannya. Kredit ini jaminannya menggunakan SK PNS. Jadi pada saat pembayaran angsuran tiap bulannya dipotong langsung dari gaji debitur tersebut, dikarenakan gaji PNS dibayarkan melalui Bank Jatim. Adapun keunggulan kredit multiguna antara lain yaitu :
a.	proses mudah dan cepat
b.	jumlah plafond kredit yang cukup tinggi
c.	suku bunga yang kompetitif
d.	Tanpa agunan tambahan
e.	Pembayaran angsuran mudah (potong gaji).

	Pemberian kredit multiguna di Bank Jatim Kantor Cabang Sumenep, diberlakukan adanya “one day service” yaitu memberikan layanan kepada debitur untuk pemberian kredit dalam satu hari, mulai dari proses pengajuan kredit sampai dengan proses disetujuinya permohonan kredit tersebut hingga proses pencairan dana kredit.
Prosedur pemberian kredit multiguna diatas yaitu yang pertama debitur harus mempunyai rekening di Bank Jatim dan setelah debitur mengetahui syarat-syarat dalam pengajuan kredit multiguna, maka dapat menyerahkan berkas-berkas pengajuan kredit serta kelengkapan data ke bank. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu meliputi :
1.	Surat rekomendasi dari Kepala Dinas atau Perusahaan
2.	Permohonan kredit di Bank Jatim
3.	Photo 4 x 6 (2 lembar) suami dan istri
4.	Daftar rincian gaji dari bendahara dan daftar gaji dari keuangan
5.	Photo copy KTP suami dan istri
6.	Photo copy Surat Nikah
7.	Photo copy Kartu Keluarga
8.	Photo copy Karpeg, SKCPN/SKPN, SK Terakhir dan TASPEN
9.	Photo copy Buku tabungan Bank Jatim

Sedangkan berkas-berkas yang digunakan dalam pengajuan kredit multiguna yaitu :
1.	Formulir permohonan kredit multiguna di Bank Jatim
2.	Surat rekomendasi untuk debitur dari dinas yang bersangkutan dengan disetujui oleh Kepala Sekolah, Kepala UPT dan Kepala Dinas.
3.	Surat kuasa debitur untuk melakukan pemotongan gaji dengan disetujui oleh penerima kuasa dan pemberi kuasa
4.	Surat pernyataan dari debitur dengan disetujui oleh debitur, Kepala Sekolah, Kepala UPT dan Kepala Dinas yang menyatakan bahwa :
1.	Tidak akan mengajukan pensiun dini selama kredit pegawai yang saya nikmati dari Bank Jatim Cabang Sumenep belum lunas
1.	Sampai dengan saat ini saya tidak sedang dalam proses pemeriksaan yang berwenang yang berkaitan dengan masalah kepegawaian atau masalah lainnya
1.	Segera akan menyerahkan SK CPNS, PNS, Kenaikan pangkat terakhir, Karpeg, Taspen ke Bank Jatim Cabang Sumenep, apabila SK CPNS, PNS, Kenaikan pangkat terakhir, Karpeg, Taspen tersebut sudah saya terima mengingat saat ini masih menjadi jaminan pinjaman di bank lain yang baru lunas pada tanggal .......
1.	SK CPNS, PNS, Kenaikan pangkat terakhir,Karpeg,Taspen yang sudah saya serahkan akan dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman pegawai saya di Bank Jatim Cabang Sumenep. 
1.	Surat pernyataan pemberi kuasa kepada Bank Jatim yang disetujui oleh Kepala UPT dan Bendahara UPT serta Kepala Dinas dan Bendahara Dinas untuk pembayaran angsuran hutang berikut bunga dan denda tunggakan atas kredit yang diterimanya.
1.	Konfirmasi atas keabsahan verifikasi data permohonan kredit yang disetujui oleh Kepala UPT, Kepala Sekolah, Kepala Dinas, Bendahara Dinas dan petugas Bank Jatim Cabang Sumenep
1.	Surat keterangan identitas pemohon nasabah yang berupa fotocopy Karpeg dan foto diri PNS tersebut, dengan disetujui oleh Kepala Sekolah, Kepala UPT, Bendahara UPT dan Kepala Dinas
1.	Surat rekomendasi atasan yang meliputi surat pernyataan bahwa tidak pernah mendapatkan teguran, peringatan, sanksi dan tidak memiliki atau mempunyai pinjaman pada salah satu Bank. Surat ini disetujui oleh Kepala UPT, Bendahara UPT dan Kepala Dinas.

Setelah persyaratan diatas dipenuhi oleh debitur, maka tahap selanjutnya yaitu pihak Bank Jatim akan mengecek kebenaran berkas dan kelengkapan data-data diatas, kemudian pihak Bank Jatim melakukan verifikasi data debitur tersebut kepada pejabat di dinas yang bersangkutan. Apabila data dan berkas-berkas yang telah dicek oleh Bank Jatim akurat, maka pencairan dana kredit dapat dilakukan pada saat itu juga sesuai dengan jam kerja. Apabila terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka Bank tidak menyetujui atau mengabulkan permohonan kredit.

1.	Upaya yang dilakukan Bank Jatim Kantor Cabang Sumenep dalam mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pemberian kredit multiguna
Tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pemberian kredit multiguna ini terjadi sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan Februari 2012. Pemalsuan dokumen ini diketahui karena adanya aduan yang kemudian dilaporkan oleh pihak Bank Jatim, dimana Bank merupakan pihak yang mengalami kerugian atas terjadinya kasus tersebut. Berikut adalah data debitur yang melakukan pengajuan kredit multiguna dan data debitur yang melakukan pemalsuan dokumen kredit multiguna di Bank Jatim Kantor Cabang Sumenep. Data ini menggunakan data pada tahun 2010 sampai dengan 12 November 2014. Pada tahun 2010-2011 terdapat 1200 debitur, pada tahun 2011-2012 terdapat 1424 debitur, pada tahun 2012-2013 terdapat 942 debitur, pada tahun 2013-2014 terdapat 1151 debitur dan sampai dengan bulan November 2014 terdapat 1229 debitur. Dan data debitur yang melakukan pemalsuan dokumen kredit multiguna terdapat pada tahun 2012-2013 yaitu sebanyak 168 debitur.
Dari data di atas, diketahui bahwa jumlah debitur setiap tahunnya mengalami perbedaan. Menurut Bank Jatim Kantor Cabang Sumenep, pada tahun 2010 sampai dengan 2012 mengalami peningkatan. Akan tetapi, terjadi penurunan jumlah debitur pada tahun 2012 sampai dengan 2013, hal ini terjadi karena pada tahun itu terdapat kasus yaitu pemalsuan dokumen. Dimana kasus ini baru diketahui pada tahun tersebut, padahal kasus ini sudah dilakukan oleh pelaku sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan Februari 2012. Dengan adanya kasus ini, maka calon debitur banyak yang tidak lagi menggunakan Bank Jatim untuk mengajukan kredit. Dengan seiringnya waktu, pihak Bank Jatim melakukan berbagai usaha untuk mengembalikan kepercayaan dari calon debitur dengan cara melakukan sosialisasi guna untuk menarik kembali calon debitur. Setelah berbagai usaha dilakukan oleh Bank Jatim, pada tahun 2013 sampai dengan November 2014 mengalami peningkatan debitur yang sangat drastis. Semenjak itu sampai sekarang debitur yang mengajukan kredit multiguna mulai kembali normal.
Melihat dari total jumlah debitur yang mengajukan kredit multiguna yaitu 5946 debitur, terdapat 168 debitur yang melakukan pemalsuan dokumen. Melihat dari total jumlah tersebut, dapat dikatakan bahwa hanya sekitar 2,83% yang melakukan pemalsuan dokumen dari debitur yang mengajukan kredit multiguna. Dengan adanya kejadian ini, Bank Jatim Kantor Cabang Sumenep mengalami kerugian yang sangat besar, oleh karenanya Bank Jatim membawa perkara ini ke meja hijau.
Menurut Bank Jatim Kantor Cabang Sumenep, tindak pidana pemalsuan dokumen terjadi karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu :
1.	Faktor Eksternal
Karena bendahara UPT Pendidikan Sumenep yang sekarang diwarisi hutang dari bendahara yang sebelumnya, jadi bendahara yang aktif sekarang berusaha untuk menutupi hutang-hutang tersebut dengan cara mengajukan kredit dengan dokumen palsu. Ternyata dengan cara tersebut, pengajuan kredit disetujui oleh pihak bank. Setelah itu bendahara ini merasa ketagihan dengan apa yang dilakukan karena menurutnya telah berhasil melakukan satu pemalsuan debitur dan kemudian mengulangi hal serupa ternyata berhasil juga. Hal ini menjadi tuntutan gaya hidup dari bendahara tersebut, karena dana kredit digunakan untuk kepentingannya sendiri.
2.	Faktor Internal
Karena Bank Jatim tidak mempunyai alat ataupun sistem untuk membuktikan surat atau berkas yang digunakan oleh debitur tersebut asli atau tidak, sebab tidak ada ciri-ciri khusus yang membedakan keduanya. 

Adanya faktor-faktor diatas, maka dapat dilakukan upaya untuk meminimalisir agar tidak terjadi kasus yang sama. Upaya ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah upaya untuk menghindari atau mencegah terjadinya suatu perbuatan pelanggaran. Upaya preventif yang dilakukan oleh Bank Jatim Kantor Cabang Sumenep yaitu dengan cara mengadakan sosialiasi tentang pemberian kredit dan memberikan persyaratan tambahan dalam pengajuan permohonan kredit multiguna. Sosialisasi ini dilakukan kepada masyarakat setelah adanya kasus pemalsuan dokumen. Sosialisasi dilakukan di Dinas Pemerintah Daerah (Pemda) Sumenep. Hal ini bertujuan agar calon debitur mempunyai kesadaran hukum dalam mengajukan kredit dengan menggunakan identitas data yang asli. 
Tindak pidana pemalsuan dokumen ini terjadi karena jumlah PNS sangat banyak, untuk dinas pendidikan saja yaitu sekitar 6000 orang. Sehingga kepala dinas dan badan kepegawaian tidak saling mengenal dan tidak mengetahui mengenai profil PNSnya masing-masing. Dalam pengajuan kredit multiguna, bendahara dinas dan kepala dinas yang bersangkutan ikut menandatangani surat rekomendasi debitur yang mengajukan kredit. Dimana bendahara dinas tersebut yang melakukan pemalsuan, jika bendahara sudah memberikan tandatangan persetujuan maka kepala dinas langsung memberikan tandatangan juga tanpa meneliti berkas-berkas yang ditandatanganinya. Dengan adanya tandatangan kepala dinas, berkas tersebut diajukan ke Bank dan kemudian diverifikasi sehingga pencairan dana dapat dilakukan. 
Bank Jatim Kantor Cabang Sumenep melakukan upaya pencegahan dalam pemberian kredit multiguna yaitu dengan menambahkan persyaratan berupa Sistem Informasi Debitur (selanjutnya disebut SID), Badan Kepegawaian Negara (selanjutnya disebut BKN), dan foto debitur. Dalam aturan Bank Jatim tidak mengatur mengenai ke tiga hal tersebut, akan tetapi setelah terjadinya kasus pemalsuan dokumen pada tahun 2012, khusus untuk cabang Sumenep harus menggunakan ke tiga hal tersebut. Hal ini diterapkan berdasarkan atas perintah dari Pimpinan Bank Jatim Kantor Cabang Sumenep. 







1.	Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Pemberian Kredit Multiguna di Bank Jatim Kantor Cabang Sumenep
Bank Jatim mempunyai berbagai macam produk dan layanan yang diberikan kepada masyarakat dalam bidang perbankan. Produk dan layanan tersebut yaitu berupa dana dan kredit. Secara umum, kredit dibedakan menjadi dua yaitu kredit kumulatif dan kredit produktif. Kredit kumulatif yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta kepada perorangan untuk pembiayaan keperluan konsumsi sehari-hari. Dilihat dari penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan kredit kumulatif merupakan kredit konsumsi. Adapun yang dimaksud kredit konsumsi yaitu kredit jangka pendek atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang kebutuhan atau konsumsi dalam skala kebutuhan rumah tangga yang pelunasannya dari penghasilan bulanan nasabah debitur yang bersangkutan. Sedangkan kredit produktif merupakan kredit yang diberikan untuk kegiatan usaha, dimana kredit tersebut digunakan untuk pembiayaan atas kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaannya untuk memenuhi kekurangan yang ada serta dapat pula digunakan untuk mengembangkan usahanya.
Terkait dengan produk dan layanan Bank Jatim, produk dana meliputi tabungan. Sedangkan produk kredit dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kredit menengah dan korporasi, kredit agrobisnis dan ritel, serta kredit mikro. Dalam pembahasan ini, penulis membahas mengenai kredit multiguna, dimana kredit ini termasuk dalam produk kredit agrobisnis dan ritel. Kredit multiguna merupakan kredit pegawai yang diberikan kepada anggota masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhannya, hal ini yang dimaksudkan yaitu PNS. Kredit ini diberikan dengan menggunakan jaminan yang diserahkan kepada Bank. Kredit dengan jaminan adalah kredit yang diberikan pihak kreditur dengan mendapat jaminan, untuk memastikan bahwa debitur dapat melunasi hutangnya. Jaminan yang digunakan dalam pemberian kredit multiguna yaitu SK PNS. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko yang ada, maka diperlukan jaminan dalam pemberian kredit tersebut.
	Salah satu prinsip yang digunakan dalam pemberian kredit yaitu prinsip mengenal nasabah. Prinsip ini digunakan untuk mengetahui serta mengidentifikasi mengenai data nasabah dan juga melakukan pemantauan terhadap transaksi yang dilakukan nasabah. Dalam hal ini, bank wajib untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah.
	Menurut fakta di lapangan, Bank Jatim sudah menerapkan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada, dimana aturan yang berkaitan dengan hal ini yaitu SEBI No.3/29/DPNP perihal Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Hal ini terbukti dengan adanya penerapan prosedur pemberian kredit multiguna sesuai dengan prosedur standard pemberian kredit multiguna di Bank Jatim yaitu dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pemberian kredit, khususnya prinsip mengenal nasabah. Hal ini dapat dilihat dari tabel data debitur yang mengajukan kredit multiguna dan data debitur yang melakukan pemalsuan dokumen kredit multiguna, karena pada tahun-tahun selanjutnya tidak terdapat kasus pemalsuan dokumen. Adapun prosedur tersebut meliputi kebijakan tentang penerimaan dan identifikasi calon nasabah yang mencakup mengenai permintaan informasi mengenai calon nasabah, permintaan bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung informasi dari calon nasabah, penelitian atas kebenaran bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung informasi dari calon nasabah. 
	Adapun yang dimaksud dengan informasi mengenai calon nasabah yaitu meliputi identitas calon nasabah, maksud dan tujuan yang akan dilakukan oleh calon nasabah dan bank, informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah dan identitas pihak lain dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain. 
	Hal ini berkaitan dengan Pasal 5 Huruf a PBI tentang Prinsip Mengenal Nasabah mengenai dokumen pendukung bagi nasabah perseorangan. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa Dokumen pendukung bagi nasabah perseorangan yaitu meliputi :
1)	Identitas nasabah yang memuat :
a)	Nama 
b)	Alamat tinggal tetap




1)	Keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana
Terkait dengan informasi mengenai calon nasabah, maka yang dimaksudkan diatas yaitu untuk mencari tahu tentang identitas nasabah tersebut serta bukti-bukti identitas dengan diberikan dokumen pendukung yakni dapat berupa KTP. Dalam mengidentifikasi calon nasabah, bank wajib untuk meneliti kebenaran dokumen dan mengidentifikasi adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan serta menatausahakan fotocopy dokumen setelah dilakukan pencocokan dengan dokumen yang asli. Hal ini dilakukan guna untuk meminimalisir agar tidak terjadi wanprestasi, dimana jika terjadi wanprestasi maka pihak bank dapat menghubungi debitur sesuai dengan identitas yang diberikannya, serta dapat memberikan surat peringatan bagi debitur. Oleh karenanya, identitas nasabah haruslah sesuai dengan aslinya dan bukan identitas palsu yang dibuat seakan-akan seperti asli.
	Prosedur dalam pemberian kredit yaitu yang pertama adanya permohonan kredit oleh calon debitur dengan memberikan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Bank. Syarat-syarat tersebut meliputi pengisian berkas oleh debitur dengan memberikan lampiran berupa dokumen pendukung yang dipersyaratkan. Apabila syarat-syarat telah terpenuhi, maka pihak bank melakukan penyidikan dan menganalisis permohonan kredit yang kemudian bank akan memberikan keputusan atas permohonan kredit tersebut, apakah permohonan kredit diterima atau ditolak. Jika permohonan kredit diterima, maka bank akan mencairkan dana tersebut dan debitur wajib untuk memenuhi prestasinya yakni dengan melakukan pelunasan atas kredit yang telah diajukan. Sedangkan prosedur dalam pemberian kredit multiguna yaitu debitur harus mempunyai rekening di Bank Jatim dan setelah debitur mengetahui syarat-syarat dalam pengajuan kredit multiguna, maka dapat menyerahkan berkas-berkas pengajuan kredit serta kelengkapan data. Kemudian Bank Jatim akan melakukan pengecekan kebenaran berkas dan kelengkapan datanya yakni dengan melakukan verifikasi data ke dinas yang bersangkutan. Apabila berkas dan kelengkapan data sudah terpenuhi semua, serta permohonan kredit debitur sudah di tandatangani oleh Pejabat di dinasnya yang bersangkutan, maka kredit dapat dicairkan pada saat itu juga.
	Melihat dari prosedur diatas, pada saat Bank Jatim melakukan pengecekan kebenaran berkas dan kelengkapan data sampai dengan melakukan verifikasi data ke dinas yang bersangkutan, hal tersebut merupakan proses untuk menganalisis dari suatu permohonan kredit. Adapun tujuan analisa kredit adalah untuk menilai kemampuan dan kesediaan calon debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian kredit. Dengan adanya ini, maka bank dapat memperkirakan resiko yang akan ditanggung jika menyetujui permohonan kredit tersebut.
	Jika dilihat dari alur pemberian kredit secara umum dan alur pemberian kredit multiguna di Bank Jatim Kantor Cabang Sumenep telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, sehingga tidak terdapat perbedaan dalam pemberian kreditnya. Untuk menganalisis suatu permohonan kredit digunakan asas 5C. Asas 5C ini terdiri dari :
1.	Character (watak)
Character ini digunakan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik dari calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan hubungan yang terjalin antara bank dan calon debitur untuk memperoleh informasi mengenai moral, kepribadian dan perilaku dari calon debitur dalam kehidupannya. Tujuan dari adanya character ini untuk memberikan keyakinan kepada bank, apakah sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Adapun cara yang dilakukan bank untuk menilai character dari calon debitur, yaitu :
1.	  Meneliti daftar riwayat hidup debitur dengan cara wawancara langsung dengan nasabah ataupun bertanya kepada masyarakat di lingkungan calon debitur tinggal
2.	  Meneliti reputasi calon debitur di lingkungan tempat kerja
3.	  Meneliti apakah calon debitur terlibat pada suatu masalah, penjudian, perampokan, pemabuk dan lain-.lain
2.	Capacity (kemampuan)
Capacity ini dilihat dari kemampuan debitur dalam memenuhi prestasinya. Apabila dana yang dicairkan untuk kegiatan konsumsi, maka penilaian capacity dapat dilihat dari pekerjaan debitur tersebut, apakah debitur layak atau tidak untuk mendapatkan kredit. Hal ini dapat dilihat dari data debitur terkait dengan permohonan kredit, apakah debitur tersebut memiliki pinjaman (tunggakan) di bank lain atau tidak. Apabila debitur tersebut telah memiliki banyak pinjaman atau tunggakan, maka bank tidak menyetujui permohonan kredit yang diajukan. Akan tetapi, jika debitur memiliki banyak pinjaman dan masih mampu untuk melunasi hutangnya di bank lain, maka bank dapat mempertimbangkannya lagi. 
3.	Capital (modal)
Capital ini digunakan untuk debitur yang mempunyai suatu usaha. Dalam kredit multiguna tidak menggunakan asas capital, sebab kredit multiguna merupakan kredit konsumtif dan bukan kredit produktif yang dimana digunakan untuk pembiayaan usaha atau pemberian modal.
4.	Condition of Economic (kondisi perekonomian)
Condition of Economic ini merupakan situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk suatu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh debitur.
5.	Collateral (agunan)
Collateral adalah pemberian barang oleh peminjam kepada pihak bank sebagai jaminan atas kredit yang telah diterima. Collateral ini diberikan memberikan rasa aman terhadap bank, sehingga bank percaya bahwa debitur mempunyai niat baik untuk melunasi hutangnya sehingga meminimalisir untuk terjadinya wanprestasi karena tidak dibayarnya angsuran. Hal ini merupakan syarat untuk menentukan disetujui atau tidaknya permohonan kredit. Tujuan dari collateral yaitu untuk mengurangi resiko bank apabila debitur wanprestasi. 

	Melihat dari penjelasan asas 5C di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebelum permohonan kredit disetujui, pihak bank harus melakukan analisis kredit terlebih dahulu terhadap debitur. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan yang berbunyi : 
“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

	Adapun penjelasan dari Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan diatas yaitu untuk memperoleh keyakinan, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari nasabah debitur. Hal tersebut harus dipenuhi oleh debitur sesuai dengan produk bank yang dibutuhkannya, apabila kredit yang diajukan meliputi kredit perorangan maka dalam menganalisis suatu permohonan kredit haruslah sesuai dengan asas-asas yang berkaitan dengan kredit perorangan, begitu pula sebaliknya dengan kredit untuk usaha. Maka dari itu, bank dapat mempertimbangkan atas permohonan kredit yang diajukan debitur.
	Proses menganalisis permohonan kredit, menggunakan asas 5C, 7P dan 3R. Akan tetapi, peneliti hanya menggunakan asas 5C saja dikarenakan untuk asas 7P dan 3R berkaitan dengan kredit perusahaan, sedangkan yang akan dibahas oleh peneliti berkaitan dengan kredit perorangan. 






1.	Upaya Yang Dilakukan Bank Jatim Kantor Cabang Sumenep Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Dalam Pemberian Kredit Multiguna

	Berkaitan dengan kasus pemalsuan dokumen, pada dasarnya pemalsuan terjadi karena adanya kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dengan tujuan jahat, dimana pelaku mempunyai niat untuk menciptakan anggapan atas apa yang dipalsukan sebagai sesuatu yang asli dan benar. Pemalsuan dokumen merupakan tindak pidana formal yang termasuk dalam kelompok kejahatan, karena pelaku kejahatan dapat diancam hukuman berupa denda, penjara, serta penyitaan atas barang-barang tertentu.
	Pemalsuan ini sering mengacu kepada kejahatan yang bermodus fiktif. Adapun jenis pemalsuan yang terkait dengan kejahatan bermodus fiktif yaitu membuat surat palsu, serta memalsukan surat. Yang dimaksud dengan membuat surat palsu yaitu membuat surat yang isinya bukan semestinya atau tidak benar. Sedangkan memalsukan surat yaitu mengubah surat yang isinya menjadi lain dari isi yang asli. Hal ini dilakukan dengan cara menambah, mengurangi, merubah surat tersebut dengan memalsu tanda tangan serta penempelan foto orang lain.
	Pemalsuan dokumen yang terjadi di Bank Jatim Kantor Cabang Sumenep karena adanya dokumen yang dipalsukan. Dokumen tersebut meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), photo copy surat nikah, SK PNS. Hal ini merupakan tindak pidana yang terorganisir, sebab adanya pembagian tugas antara terdakwa 1 dan terdakwa 2. Dimana hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh uang dari bank dan digunakan untuk kepentingan pribadinya. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan pemalsuan atas dokumen-dokumen. Dokumen ini semuanya dipalsukan dari awal oleh bendahara UPT Pendidikan Sumenep, seakan-akan dibuat sedemikian rupa seperti asli akan tetapi sebenarnya dokumen ini palsu. 
	Dilihat dari contoh kasus yang ada, bank merupakan sasaran atau korban dari tindak pidana di bidang perbankan berkaitan dengan pemalsuan dokumen. Dengan adanya kejadian ini, Bank Jatim Kantor Cabang Sumenep mengalami kerugian yang sangat besar, oleh karenanya Bank Jatim melaporkan kasus ini dan membawa perkara ini ke meja hijau. Hal ini terungkap karena adanya aduan dari pihak Bank Jatim yang dirugikan atas pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh pelaku. 
	Kasus ini termasuk dalam tindak pidana propria yaitu tindak pidana yang dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Hal ini yang dimaksudkan yaitu bendahara UPT Pendidikan Sumenep (terdakwa 2), sebab bendahara UPT inilah yang memanipulasi data debitur tersebut. Manipulasi data adalah suatu perbuatan yang bersifat mengubah data atau instruksi pada sebuah program, menghapus, menambah, membuat data atau pada sebuah program menjadi tidak terjangkau dengan tujuan kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam hal ini data yang dimanipulasi yaitu membuat berkas-berkas fiktif yang terdiri dari merubah nama, alamat, pekerjaan, foto debitur, SK PNS, Taspen, Karpeg, serta tanda tangan dari Kepala Sekolah dan Kepala UPT yang bersangkutan. Kasus ini terjadi dalam jangka waktu yang lama yaitu sejak Oktober 2011 sampai dengan Februari 2012.
	Sejak adanya kasus ini, Bank Jatim melakukan upaya yakni terdiri dari upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan seperti yang pertama kali. Upaya ini dilakukan oleh Bank Jatim dengan cara melakukan sosialisasi tentang pemberian kredit dan memberikan syarat tambahan dalam pengajuan kredit multiguna. Sedangkan upaya represif merupakan upaya yang dilakukan berupa penindakan terhadap pelaku yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Upaya ini dapat dilakukan dengan cara litigasi ataupun non litigasi. Apabila sekiranya terdapat kasus yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka dapat ditempuh dengan jalan non litigasi, sedangkan jika terdapat kasus yang sekiranya menyebabkan kerugian bagi pihak lain dan tidak dapat ditoleransi lagi maka dapat ditempuh dengan jalan litigasi. Upaya ini dapat dilakukan pula dengan memberikan sanksi bagi pelaku agar memberikan efek jera.




Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut :
1.	Pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dalam pemberian kredit multiguna merupakan pedoman yang berfungsi sebagai sarana pencegahan terjadinya tindak pidana di bidang perbankan seperti pemalsuan dokumen. Prinsip ini sudah diterapkan oleh Bank Jatim Kantor Cabang Sumenep sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada. Dimana syarat-syarat tersebut telah diberikan dan didukung oleh dokumen pendukung yaitu meliputi identitas nasabah serta KTP sebagai dokumen pendukung. Sedangkan prosedur lainnya yaitu debitur harus memiliki rekening di Bank Jatim dan debitur tersebut merupakan PNS atau pensiunan yang gajinya dibayarkan melalui Bank Jatim, ataupun instansi atau dinas yang telah kerja sama MOU dengan Bank Jatim, maka dapat mengajukan kredit multiguna. Kemudian jika semua syarat-syarat serta kelengkapan data telah akurat, dan telah dilakukannya verifikasi data oleh Bank Jatim terhadap instansi atau dinas yang bersangkutan, maka pencairan kredit tersebut dapat dilakukan pada saat itu juga. Sehingga sejak adanya kasus tersebut, sampai dengan sekarang tidak terjadi lagi kasus yang sama.
2.	Bank Jatim Kantor Cabang Sumenep telah melakukan antisipasi dalam kasus tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pemberian kredit multiguna. Antisipasi tersebut dilakukan oleh Bank Jatim dengan cara upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yaitu dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, dimana sosialisasi dilakukan di Dinas Pemerintah Daerah (Pemda) Sumenep dan juga menambahkan persyaratan berupa pemberian SID dan BKN serta pengambilan foto debitur pada saat pengajuan kredit multiguna. Sedangkan upaya represif yaitu memberikan sanksi yang tegas guna untuk memberikan efek jera kepada pelaku dengan ancaman pidana penjara, sehingga pelaku dan masyarakat lainnya tidak melakukan hal serupa. Dengan adanya hal tersebut, sejak adanya kasus hingga sekarang tidak pernah terjadi lagi kasus yang serupa.

Saran
	Atas dasar penelitian yang dilakukan, peneliti ingin menyampaikan saran bagi bank, khususnya analis kredit agar melakukan verifikasi ke nasabah dengan cara mensurvey atas data-data yang telah didaptkan dan untuk lebih mengefektifkan dan efisiensi maka disarankan Bank Jatim agar mempunyai alat atau sistem yang dapat membuktikan apakah dokumen-dokumen yang diberikan debitur dalam pengajuan kredit tersebut asli atau palsu sebab dapat memudahkan pihak bank untuk mendeteksi dokumen-dokumen yang palsu.
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